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Pendahuluan 

Di dalam tulisan ini, perbincangan mengenai Islam dan 
multikulturalisme &an dibahas dalam dua aras pembicaraan.' Yang 
pertama adalah multikulturalisme dalam negara yang terdiri dari 
komunitas Muslim dan komunitas agama-agama lain. Yang pertama 
disebut "multikulturalisme internal; dan yang kedua "multikultura- 
lisme eksternal." Tulisan ini &an menunjukkan bahwa kemungki- 
nan-kemungkinan multikultural ada baik di dalam multikulturalisme 
internal maupun eksternal. Akan tetapi, ketegangan dan kontradiksi 
juga ada di dalam keduanya. Salah satu agenda kajian-kajian multi- 
kulturalisme di dalam Islam adalah pencarian tatanan atau rejim 
yang &an mengelola konflik-konflik kultural pada kedua jenis multi- 
kulturalisme - internal dan eksternal. Tulisan ini menegaskan perlu- 
nya mengerahkan perhatian kepada agenda yang sangat vital ini. 

Multikulturalisme Internal 

Sehubungan pengertian pertama multikulturalisme, yaitu 
keanekaragaman internal di kalangan umat Islam, adalah jelas 
bahwa kebudayaan Islam itu majemuk secara internal. Dalam hal 
ini, kebudayaan Islam serupa kebudayaan-kebudayaan lainnya 
kecuali kebudayaan yang paling primitif. Kemajemukan internal ini 
mencakup pengelompokan sosial, bidang fikih, teologi, tasawuf, dan 
di masa modern seperti politik kepartaian. 



Di bidang pengelompokkan sosial, masyarakat Muslim yang 
lama dan kontemporer adalah majemuk.?'idak ada yang misterius, 
kuno, atau modern mengenai heterogenitas masyarakat Muslim. 
Pluralisme kebudayaan dan peradaban sudah menandai negara- 
negara lama seperti Mughal di India, Turki Usmani, Mataram, atau 
Ternate dan Tidore. Dalam pengamatan Robert Hefner, di bidang 
pluralisme ini Eropa Barat masa pramodern jauh kurang pluralistik 
dibanding negeri-negeri Muslim dan negeri-negeri lain di Asia Tirnur 
dan Afrika B ~ a t . ~  

Di bidang fikih, sejarah menunjukkan bahwa dengan meng- 
gunakan prosedur ijtil~ad,~ syariah Islam mengalami perkembangan 
yang menalqubkan selama periode formatifnya - yakni hingga abad 
ke-10 Masehi. Ada empat mazhab hukum Sunni, selain Syiah, yang 
muncul dan mengkristal dalam rentang waktu tersebut, dan 
keempatnya memiliki pengaruh kuat dalam dunia Islam hingga 
dewasa inL4 Dalam konteks pro dan kontra penerapan syariah Islam 
yang berlangsung di beberapa negeri Muslim akhir-akhir ini, tampak 
bahwa divisi internal di kalangan suatu mazhab juga te jadi. Sebagai 
contoh, mazhab fikih utama umat Islam di Sudan dan Pakistan adalah 
Hanafi, di Mesir dan Nigeria adalah Maliki, dan di Malaysia dan 
Indonesia adalah Syafii. Di Negara-negara ini, kontroversi mengenai 
penerapan syariah Islam dan mengenai cakupan syariah Islam yang 
akan diterapkan sudah berlangsung lama dan mengisyaratkan divisi 
internal di dalam masyarakat Islam yang secara tradisional 
dipandang menganut mazhab tertentu. 

Di bidang teologi, dikenal banyak firqah atau aliran kalam/ 
teologi seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, dan Asy'ariah. Di bidang 
tasawuf atau mistisisme, sejarah Islam dan praktik masyarakat 
Muslim kontemporer juga menunjukkan aneka ordo atau tarekat 
yang besar maupun kecil. Mazhab, firqah dan tarekat adalah bentuk 
diversifikasi, pluralisme, dan situasi banyak budaya yang sudah 
dikenal lama dalam Islam dan tanpa memerlukan justifikasi yang 
berbelit-belit telah diterima konsensus umat Islam. 

Di era negara bangsa, kemajemukan ini memiliki unsur baru 
berupa kemajemukan partai politik yang mewakili kepentingan, 
preferensi, dan ideologi politik yang berbeda-beda pula. Penge- 
cualian di bidang multipartisme ini hanyalah beberapa negara 
monarki absolut di kawasan Teluk atau rejim-rejim partai tunggal 
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yang pernah berkuasa, antara lain di Irak dan Suriah. Selain sebagai 
cerminan kemajemukan sosial dan politik, kemajemukan partai 
dipandang sebagai efek yang wajar dari kebebasan berpikir yang 
dijamin Islam. Pandangan ini misalnya, diutarakan Muhammad a1 
Ghazali. Menurutnya umat dapat menilai dan memil~h mana yang 
dapat diterima dan mana yang tidak, dan pilihan terhadap suatu 
partai bersifat tentatif dalam arti yang sekarang diberi mandat 
memerintah dapat  saja kehilangan mandat dalam pemilu 
mendatang dan digantikan kelompok oposisi yang berhasil 
memenangkan p e m i l ~ . ~  

Syekh Yusuf al-Qardawi juga menilai pluralisme kepartaian 
sebagai sarana mengelola masalah-masalah governance seperti 
kesewenang-wenangan penguasa tanpa hams terperosok konflik 
yang keras. Jika agama mengajarkanamar makruf nahi munkar dan 
partai politik dengan parlementarisme merupakan alat yang 
diperlukan supaya perintah itu dapat direalisasikan, maka pem- 
bentukan partai tidak hanya selaras dengan agama, bahkan dapat 
dipandang perintah agama. Untuk itu, al-Oardawi menggunakan 
kaidah usul fikih ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib. 
Artinya, sesuatu ha1 dapat dikategorikan wajib apabila menjadi 
prasyarat bagi sesuatu yang diwajibkan agama.'j 

Dilihat dari sudut multikulturalisme internal ini, pluralisme 
identitas kultural keagamaan dalam masyarakat Muslim bukan 
hanya merupakan fakta yang sulit dipungkiri. Lebih dari itu, 
multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan. 
Dalam ha1 ini, setiap identitas kultural terus berinteraksi dengan 
identitas kultural yang lain di dalam tubuh umat. Melalui proses 
interaksi itu, setiap identitas mendefinisikan identitasnya dalam 
kaitannya dengan identitas yang lain dan karenanya, secara sadar 
atau tidak, suatu identitas dipengaruhi identitas lain. 
Multikulturalisme internal ini, dengan demikian, mengisyaratkan 
kesediaan berdialog dan menerima kritik. 

Ancaman terhadap kemungkinan dan potensi multikultu- 
ralisme internal dapat ditarik dari kasus-kasus kontroversi penerap- 
an syariah di negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia. Ancaman 
itu terkait dengan beberapa ciri dalam politik penerapan syariah, 
yaitu pendekatan yang top-down, oportunisme politik, reduksi 
syariah kepada hudud, dan pendekatan quick-fix. 



Penelitian terhadap berbagai gerakan yang menuntut pem- 
berlakuan syariah Islam memperlihatkan adanya asumsi bahwa 
reformasi masyarakat Islam atau Islamisasi dapat berlangsung 
dengan hukum, institusi dan instrumen negara. Karena itu, 
pendekatan yang lazim dilakukan dalam hal ini adalah pendekatan 
yang bersifat top-down, yang menggunakan alat-alat negara. 
Syariah, dalam kasus semacam itu, dipersepsikan akan diterapkan 
oleh negara dengan dukungan perangkat-perangkatnya. Isu 
penerapan syariah Islam di Indonesia, dan beberapa negeri Muslim 
lainnya memperlihatkan dengan jelas asumsi dan pendekatan 
semacam ini. 

Disamping pendekatan top-down, isu penerapan syariah di 
dunia Islam dalam sejumlah kasus terkait dengan oportunisme 
politik. Yang dimaksud dengan oportunisme politik di sini adalah 
penggunaan syariah Islam dalam rangka mempertahankan 
kekuasaan atau mencari dukungan untuk melawan musuh-musuh 
politik seorang penguasa atau suatu partai politik. Dengan meng- 
usung isu syariah Islam, seorang penguasa akan mendapatkan 
pendukung politik dari kalangan yang ingin menerapkan syariah 
Islam termasuk atau khususnya di bidang hudud. Selain itu, seorang 
penguasa bisa juga merangkul kelompok-kelompok Islam 
pendukung penerapan syariah Islam. Dengan demikian, ia tidak 
hanya mendapatkan sekutu politik, tetapi juga dihadapkan kepada 
kemungkinan masuknya isu penerapan syariah Islam ke tengah 
arena politik. Dalam kasus-kasus seperti ini, nasib penerapan syariah 
Islam sangat banyak tergantung pada oportunisme politik dan 
"unholy alliance" antara penguasa dan kelompok-kelompok Islam 
pro penerapan syariah Islam. 

Presiden Mesir Anwar Sadat merangkul Ikhwanul Muslimin 
dalam rangka memperkuat barisan melawan sisa-sisa kaum Nasseris 
dan kiri di Mesir. Akan tetapi, bulan madu mereka hanya ber- 
langsung pendek. Yang lebih parah lagi, presiden Sadat yang sempat 
mendapat julukan al-ra'is al-mu'min (presiden yang beriman) - tidak 
pernah menginginkan kelompok-kelompok Islam tersebut mem- 
pengaruhi keputusannya. Bahkan seperti tampak dari proses 
pengundangan "Undang-undang Jihad" 1979 - undang-undang 
yang paling banyak mengundang keributan, Sadat hams membayar 
berbagai kebijakannya dengan nyawa. Ia tewas dibunuh anggota 
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kelompok Islam radikal, setelah konflik antara Sadat dan unsur-unsur 
Islam mencapai tidik didih. 

Sementara rejim Numeiri di Sudan juga bempaya merangkul 
kelompok fundamentalis Islam dengan isu penerapan syariah. Ia 
bempaya mengamankan kekuasaannya dengan memberi konsesi 
kepada lawan-lawan politiknya serta membasmi para penentang- 
nya. Di tengah-tengah membanjirnya kritik terhadap program 
islamisasinya, pada 1985 ia memanfaatkan syariah untuk menang- 
kap, mengadili, dan menggantung pimpinan Republican Brothers, 
Mahmud Muhammad Thaha, atas tuduhan murtad. Tetapi, sebagai- 
mana Sadat, Numeiri harus membayar berbagai kebijakannya 
dengan harga yang tragis, yaitu kudeta yang merenggut kekuasaan- 
nya dan mengusirnya ke luar negeri. 

Kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariah Islam 
sereingkali menekankan hudud sebagai unsur pokok dalam 
penerapan syariah. Selama hudud belum diterapkan, penerapan 
syariah Islam dipandang tidak lebih dari basa-basi. Dengan demikian, 
dari berbagai aspek hukum Islam yang ada di dalam fikih, hudud 
memang menjadi primadona bahkan dibandingkan dengan jenis- 
jenis kejahatan lalnnya. Sebagai contoh dari tiga kategori kejahatan 
di dalam fikih Islam, yaitu kejahatan hudud, kejahatan qisas, dan 
kejahatan ta'zir, tampak bahwa kejahatan qisas tidak banyak 
dibicarakan sehubungan dengan penerapan syariah Islam di negeri- 
negeri M u ~ l i m . ~  

Seperti kita ketahui, kejahatan-kejahatan qisas mencakup 
pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang terjadi karena 
salah sasaran, pembunuhan yang tidak disengaja, dan kejahatan 
yang disengaja terhadap person, baik yang menimbulkan cidera 
atau cacat. Hukuman untuk kejahatan-kejahatan semacam ini adalah 
retaliasi dan kompensasi ( d i ~ a t ) . ~  Begitu pula, kategori kejahatan 
ta'zir tidak banyak mengundang kontroversi karena memang dalam 
sejarah ta'zir diperkenalkan belakangan dan menjadi wadah bagi 
jenis-jenis kejahatan kategori sisa dari yang ada di dalam hudud 
dan qisas. Dalam kata-kata Fauzi M. Najjar ketika mengomentari 
kelompok neo-fundamentalis dil Mesir, "Mereka mereduksi aplikasi 
syariah menjadi implementasi hudud. lVg 



Hudud memang telah menjadi garis pemisah yang nyata dan 
tegas antara kelompok yang menginginkan syariah Islam dan para 
penentang mereka. Hudud juga menjadi target utama para 
pengeritik penerapan syariah Islam. Muhammad Said al-Ashmawi, 
seorang Hakim Agung Mesir, mengiritik orang-orang yang ingin 
menerapkan syariah di Mesir sebagai orang-orang yang mengguna- 
kan slogan kosong untuk menghasut emosi massa dengan janji-janji 
yang tidak realistis demi mencapai tujuan-tujuan politik mereka."1° 
Demikian pula, kelompok-kelompok perempuan di Malaysia dengan 
keras mengecam undang-undang hudud di Kelantan dan  
Terengganu.ll Bahkan protes kaum perempuan terhadap ketentuan 
hudud yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan telah 
menyebabkan amandemen terhadap undang-undang tersebut di 
Terengganu. 

Sebagai isu kontroversial antara kelompok-kelompok yang 
menyetujui penerapan syariah dengan para penentang mereka, 
hudud memang lebih membedakan dan menimbulkan polarisasi 
daripada hukum kekeluargaan seperti nikah, talak, cerai dan rujuk 
yang di banyak negeri Muslim sudah diterapkan selama berabad- 
abad atau diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. 

Pemaksaan pendapat satu kelompok terhadap kelompok lain 
yang dilakukan pendukung penerapan hudud dan syariah, juga 
dilakukan penentang hudud dan syariah Islam. Tidak jarang bentuk 
pemaksaan itu mengarah kepada tindak kekerasan, intimidasi dan 
terorisme. Beberapa peraturan daerah bernuansa syariah di Indo- 
nesia - misalnya di Cianjur, Tasikmalaya, dan Kebumen - muncul 
lantaran tekanan unsur-unsur radikal dalam masyarakat Muslim 
lokal. Demikian pula, tuntutan penerapan syariah Islam di Sulawesi 
Selatan oleh KPSI juga disertai ancaman referendum dengan opsi 
syariah Islam atau merdeka. 

Dalam negara yang demokratis, setiap warga masyarakat 
diperkenankan mengadvokasi pandangan-pandangan mereka 
termasuk di bidang moral supaya orang tertarik dan menganutnya. 
Melalui mekanisme semacam ini, kehidupan sosial akan menjadi 
lebih kaya. Tetapi, yang menjadi masalah adalah apabila suatu 
pandangan moral dipaksakan dengan kekerasan atau ditegakkan 
melalui hukum dengan alasan lebih superior secara moral. Superiori- 
tas moral hanya dapat ditetapkan melalui persuasi moral yang 
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berlangsung antara lain melalui dialog lintas-budaya. 

Pendekatan yang lebih kabur lagi dalam isu penerapan syariah 
adalah pendekatan quick fix. Terapkan syariah dan semua beres. 
Ketika membicarakan syariah Islam sebagai solusi, pernyataan- 
pernyataan yang dikeluarkan cenderung menyederhanakan per- 
soalan, dengan mengungkapkan pandangan-pandangan yang self- 
assured mengenai keistimewaan syariah dibandingkan dengan apa 
saja yang dipandang sebagai tandingan atau lawannya. Begitu pula, 
dampak penerapan syariah Islam - yang dianggap selalu positif - 
akan diungkapkan dengan penuh keyakinan. Tidak ada petunjuk 
atau isyarat kehati-hatian dalam membicarakan dampak penerapan 
syariah Islam, dan keberhasilan syariah mencapai apa pun yang 
dinilai akan dicapainya dapat diprediksikan dengan mudah dan 
pasti. 

Pendekatan quick fix belum menunjukkan adanya pergulatan 
yang sungguh-sungguh dengan masalah dan keprihatinan masya- 
rakat kontemporer. Setelah membicarakan berbagai masalah sosial, 
penyakit masyarakat, dan kegagalan kebijakan, syariah segera 
ditampilkan sebagai solusi. Ini dapat disebut sebagai monolog sya- 
riah. Jadi, masalah utama yanga dihadapi kelompok yang ingin 
menerapkan syariah adalah istilah "syariah" dan "Islam" menjadi 
alasan untuk menghindari keseriusan berdialog dengan kerumitan- 
kerumitan masalah dalam kondisi manusia dan masyarakat Muslim 
masa kini. 

Multikulturalisme Eksternal 

Sehubungan dengan pengertian kedua, yaitu multikul- 
turalisme eksternal yang ditandai dengan pluralitas komunal- 
keagamaan, juga merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dalam 
kehidupan masyarakat Muslim. Di masa lalu, imperium-imperium 
Islam, walaupun ada penisbatan dan pelabelan Islam pada namanya, 
selalu bercirikan multikultural dalam pengertian keanekaragaman 
komunitas keagamaan. Imperium besar seperti Usmani di Turki 
maupun imperium yang lebih kecil seperti Ternate dan Tidore di 
wilayah Tirnur Nusantara selalu mencakup lebih dari dua komunitas 
kultural-keagamaan. Di Imperium Usmani, ada komunitas Yahudi 
dan macam-macam Kristen (seperti Ortodoks Yunani, Kristen 



Armenia, Katolik Roma, Kristen Koptik, dan Maronit). Di Ternate dan 
Tidore ada  Katolik, Protestan, dan agama atau kepercayaan 
tradisional setempat. 

Dilihat dari sudut multikulturalisme ekstemal ini, pluralisme 
keagamaan bukan hanya merupakan fakta yang tidak dapat 
dihindari. Lebih dari itu, multikulturalisme juga menjadi semangat, 
sikap, dan pendekatan terhadap keanegaraman budaya dan agama. 
Sebagai bagian dari kondisi yang majemuk, umat Islam terus ber- 
interaksi dengan umat dari agama-agama lain. Melalui proses 
interaksi ini, umat Islam memperkaya dan diperkaya tradisi 
keagamaan lain, dan umat agama lain memperkaya dan diperkaya 
tradisi keagamaan Islam. Sejarah menunjukkan bahwa ufuk intelek- 
tual dan moral peradaban Islam menjadi luas dan agung dengan, 
atau setelah, membuka diri terhadap masukan dan pengaruh dari 
kebudayaan dan peradaban lain - bukan dengan mengurung diri 
di dalam ghetto kultural yang sumpek dan absolutis. 

Ancaman terhadap kemungkinan dan potensi multikul- 
turalisme ekstemal juga dapat ditarik dari kasus-kasus kontroversi 
penerapan syariah di negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia. 
Penerapan syariah Islam dapat dan dalam banyak kasus memang 
telah bertabrakan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan 
konvensi-konvensi internasional. Salah satu di antaranya adalah 
yang menyangkut diskrirninasi terhadap yang bukan Muslim. 

Penerapan syariah Islam menimbulkan masalah tersendiri bagi 
non-Muslim karena mereka mendapatkan status dzimmi yang dalam 
praktik serupa dengan status warga negara kelas dua, yang ber- 
tentangan dengan prinsip kewarganegaraan yang menjadi norma 
masyarakat internasional dewasa ini. Di dalam fikih klasik, seperti 
tampak di bab pertama, pengertian dzirnrni sebenarnya bervariasi 
dan membuka peluang bagi berkembangnya konsep kewarga- 
negaraan modern di dunia Muslim. Akan tetapi, bentuk tafsiran yang 
dipilih dalam berbagai gerakan penerapan syariah Islam justru 
membatasi dan  mempersempit pengertiannya. Sementara 
itu,banyak pemikir Muslim modern sebenamya telah menunjukkan 
tafsiran baru yang lebih sesuai dengan situasi negara modern. 

Muhammad al-Ghazali dari Mesir, penulis at-Ta'assub w a  at-  
tasamuh bain al-masihiyyah w a  al-islam ("Fanatisme dan Toleransi 
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antara Agama Kristen dan Islam, " 1965), mengatakan bahwa masya- 
rakat Islam dlbina atas prinsip toleransi, kerja sama, dan inklusivitas. 
Ia menegaskan bahwa umat Yahudi dan Kristen yang bersedia hidup 
berdampingan dengan umat Islam "sudah menjadi orang-orang 
Muslim dilihat dari sudut politik dan kewarganegaraan" karena 
persamaan hak dan kewajibannya, walaupun secara pribadi mereka 
tetap pada akidah dan ibadah mereka. Rasyid al-Gannusyi dari 
Tunisia, yang mendekati persoalan baik minoritas bukan Muslim 
maupun minoritas Muslim dari sudut kewarganegaraan, mengata- 
kan bahwa kewarganegaraan tidak dibeda-bedakan atas dasar 
agama. Kelompok minoritas non- Muslim memiliki hak asasi manusia 
yang sama dengan yang dimiliki umat Islam. Prinsip-prinsip yang 
diajarkan Islam, seperti keadilan dan persamaan, berlaku kepada 
seluruh warganegara, baik muslim maupun bukan. Bagi al- 
Gannusyi, diskriminasi terhadap kalangan non-Muslim dan perlaku- 
an yang menganggap mereka sebagai warganegara kelas dua 
adalah tindakan melanggar ajaran agama dan merusak citra Islam. 

Kendati demikian, penerapan status dzimmi masih mungkin 
te rjadi dalam konteks penerapan syariah Islam. Jangankan kepada 
umat Kristiani - seperti di Sudan Selatan atau Kristen Koptik di Mesir. 
Di Pakistan, setelah Ahmadiyah ditetapkan Presiden Zulfikar Ali 
Bhutto pada 1974 sebagai minoritas non-Muslim, warga Ahrnadiyah 
juga sering diperlakukan sebagai dzimrni. Sepuluh tahun kemudian, 
Presiden Zia ul-Haq mengeluarkan ordonansi yang melarang 
Ahmadiyah menyebut diri mereka Muslim atau menyebut agama 
mereka Islam. Seperti tampak dari uraian di atas, mereka juga di- 
larang mengunakan istilah-istilah Islam, menyerukan azan, menye- 
but tempat ibadah mereka masjid, dan mendakwahkan ajaran 
mereka. Ada sanksi pidana maksimal tiga tahun penjara dan denda 
untuk pelanggaran ordonansi jenderal Zia ul Haq ini.12 

Penerapan syariah Islam di beberapa negeri Muslim juga telah 
memicu konflik antar komunitas keagamaan. Sudan dan Nigeria 
merupakan ilustrasi yang baik untuk kasus ini.Ketika rejim Ja'far 
Numeiri (1969-1985) berkuasa setelah satu kudeta muliter di Sudan, 
pada 1972 dicapai terobosan mengenai masalah konflik utara- 
selatan lewat Persetujuan Addis Ababa yang terkenal itu. Persetuju- 
an ini memberikan otonomi regional kepada Sudan Selatan, dengan 
badan legislatif dan eksekutif terpisah. Pemerintah pusat tetap 



memegang kendali politik luar negeri dan pemungutan pajak. Selain 
itu, kebebasan beragama dijamin. Tetapi, otonomi ini hanya dinikmati 
hingga 1983. Pada penghujung kekuasaannya, kebijakan-kebijakan 
nasionalis sekuler yang diambil Numeiri pada masa awal kekuasaan- 
nya berubah secara dramatis ke arah islamisasi. Menguatnya 
revivalisme Islam, potensi politiknya, serta keinginan Numeiri untuk 
mengontrol dan  mengooptasi kekuatan tersebut di  Sudan, 
merupakan latar belakang bagi perubahan kebijakan Numeiri. Pada 
8 September 1983, lewat dekrit presidensial, Numeiri memberlaku- 
kan syariah Islam sebagai satu-satunya hukum di Sudan. Kelompok 
minoritas non-Muslim, seperti Kristen misalnya, dengan tegas 
menolak islamisasi Numeiri, dan konflik utara-selatan di Sudan pun 
kembali bergolak. 

Sementara di Nigeria, penerapan syariah telah menimbulkan 
persoalan yang lebih parah antara Muslim dan non-Muslim, serta 
tidak jarang meledak dalam bentuk konflik dan kerusuhan komunal. 
Menurut suatu perhitungan yang konservatif, lebih dari 6000 orang 
meregang nyawa dalam berbagai kerusuhan antar agama sejak 1999 
hingga 2002 di Nigeria lantaran penerapan syariah Islam. 

Pembinaan Rejim Multikultural 

Masalah pelik sehubungan dengan multikulturalisme internal 
dan eksternal adalah bagaimana mengelola ketegangan-ketegangan 
yang mungkin timbul dari situasi majemuk tersebut supaya tidak 
mengarah kepada kekerasan terbuka dan hidup berdampingan 
secara damai dapat berlangsung. Seperti disebutkan di atas, 
multikulturalisme mengisyaratkan dialog antarbudaya keagamaan 
yang setara, termasuk ketika yang menjadi agenda dialog adalah 
masalah yang sensitif secara internal dan eksternal serupa penerap- 
an syariah Islam. 

Supaya dialog dan percakapan antara tradisi, aliran pemikiran, 
dan kebudayaan dapat berlangsung, diperlukan aturan dan tatanan 
kelembagaan yang dapat menopang dialog dan percakapan itu. 
Dengan kata lain, meminjam kata-kata Michael Walzer, masalah pelik 
tersebut adalah bagaimana membina "rejim-rejim toleransiWyang 
dapat mengelola konflik atau benturan di dalam suatu kebudayaan 
dan antar kebudayaan.13 Bagi Indonesia dan negeri-negeri Muslim 
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lain yang memiliki potensi atau dihadapkan kepada konflik multi- 
kultural internal dan eksternal, masalah pencarian dan pelembagaan 
rejim multikultural ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius. 

Dilihat dari pengalaman dan sejarah umat Islam, Imperium 
Usmani pernah menerapkan salah satu rejim multikultural dan 
cukup berhasil. Sistem millet yang diterapkan di imperium ini 
memperlakukan berbagai komunitas keagamaan, nasional, dan etnis 
yang ada sebagai kesatuan yang otonom baik secara keagamaan, 
kebudayaan, politik, dan legal. Birokrasi imperial tidak banyak 
campur tangan ke dalam urusan internal komunitas-komunitas 
otonom itu. Minoritas-minoritas keagamaan yang ada mengatur diri 
mereka sendiri dengan hukum masing-masing. Mereka tidak 
menjadi bagian dari yurisdiksi peradilan qadhi, kecuali jika mereka 
memilih menggunakan peradilan ini. Selain itu, keanekaragaman 
etnik tidak menjadi persoalan karena etnisitas bukan penentu status 
politik warga. Dilihat dari sudut ini, imperium Usmani adalah 
imperium multinasional dan multikultural yang memungkinkan 
koeksistensi damai berbagai unsur di dalam imperium tersebut.14 

Bayangkanlah, misalnya kita membawa pertikaian mengenai 
penerapan syariah Islam ke dalam konteks imperium multinasional 
ini. Dalam rejim multikultural ini, prokontra mengenai penerapan 
syariah akan dilokalisasi dan dibatasi di dalam tubuh komunitas 
Muslim. Pengelolaan isu dan ketegangan yang timbul darinya pun 
diserahkan kepada umat Islam dan lembaga atau tokoh (misalnya 
Mufti) yang mewakili mereka, pemerintah tidak banyak campur 
tangan karena secara keagamaan, kebudayaan, politik dan legal 
umat Islam dianggap otonom. Sebaliknya, kelompok yang meng- 
inginkan penerapan syariah Islam tidak berkeinginan menguasai 
lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat dan menggunakan- 
nya untuk mendesakkan penerapan syariah ke dalam seluruh teritori 
dan kawasan pengaruh imperium. Inilah yang menyebabkan 
mengapa imperium multinasional dalam sejarah dikenal toleran 
terhadap keanekaragaman kultural dan agama di wilayah kekuasa- 
annya walaupun suatu komunitas otonom di dalam imperium itu 
belum tentu toleran terhadap komunitas lain.15 

Masalahnya adalah apakah negara-negara teritorial yang 
sekarang menjadi umat Islam bersedia bertindak serupa imperium 
multinasional ala Turki Usmani. Apakah misalnya, negara semajemuk 
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Indonesia - dilihat dari multikuluralisme internal dan eksternal, dan 
etnis di Indonesia bersedia memperlakukan komunitas-komunitas 
keagamaan, sektarian, dan etnik di Indonesia sebagai satuan-satuan 
kultural yang setara dan otonom? 

Sepanjang sejarahnya, negara modern memiliki naluri kuat 
budaya hukum, dan lembaga-lenbaga politik yang di dalamnya. 
Selain itu, negara modem juga menjadikan individu perseorangan 
sebagai pemegang hak dan kewajiban, bukan kelompok kultural 
keagamaan yang besar. Akibatnya, persatuan disamakan dengan 
homogenitas, kesetaraan dengan keseragaman. Selaras dengan ini, 
kemarnpuan mengakomodasi dan menangani tuntutan politik yang 
timbul dari keanekaragaman menjadi sangat lemah. Naluri dan 
kecenderungan negara modem inilah yang akhir-akhir ini ditantang 
oleh wacana dan praktik masyarakat multikultural.'" 

Pengalaman lain masyarakat Muslim yang dapat dipandang 
sebagai pengecualian yang penting terhadap kecenderungan 
negara modern di atas adalah rejim multikultural dalam bentuk 
negara dua bangsa atau negara tiga bangsa seperti Lebanon dan 
Bosnia. Kedua negara ini, serupa dengan Belgia, Swiss, dan Siprus, 
menjadi semacam wadah bagi kerjasama antarelit berbagai 
komunitas yang ada. Tatanan kerjasama itu mengatur pembagian 
kekuasaan, kuota dalam jabatan-jabatan publik, dan anggaran. 
Selebihnya, masing-masing komunitas hidup dengan menjalankan 
hukum adat, kebudayaan, dan bahasa masing-masing. Tatanan ini, 
yang juga disebut dengan konsosiasionalisme (consociationalism), 
sebenamya meniru koeksistensi antar komunitas yang ada dalam 
tatanan imperium. Bedanya, dalam konsosiasionalisme tatanan 
toleransi itu tidak mengatur kekuasaan negara imperial dan  
masyarakat, tetapi kekuasaan dan koeksistensi antar komunitas- 
komunitas yang ada. Perlu dicatat bahwa rejim multikultural di 
Libanon pernah remuk dilanda perang saudara; dan Bosnia baru 
saja keluar dari perang yang terkenal brutal. 

Sebagian besar negeri-negeri Muslim sekarang menjadikan 
"negara bangsa" (nation- state) atau lebih tepat lagi negara teritorial 
(territorial state) sebagai kerangka manajemen multikulturalilsme 
- bukan imperium atau negara multinasional dan bukan pula 
konsosiasionalisme. Dalam ha1 ini, negara mengandung suatu 



kelompok tunggal yang secara kultural - keagamaan dominan - 
misalnya kelompok Islam. Akan tetapi, kelompok Islam dianggap 
memberikan tempat bagi, atau toleran terhadap, kelompok-kelompok 
minoritas. Selaras dengan ini, negeri Muslim berarti negara banga 
didominasi umat Islam. Akan tetapi, umat Islam mentolerir minoritas 
agama-agama lain. 

Variasinya adalah minoritas yang hidup di dalam suatu negara 
bangsa yang didominasi umat agama lain - misalnya di Filipina, 
Perancis dan Inggris. Dalam situasi seperti ini, biasanya ada tekanan 
ke arah asimilasi minoritas ke dalam kelompok dominan, dan 
kelompok-kelompok minoritas berusaha mendapatkan keleluasaan 
dan perlindungan supaya mereka dapat menjalankan agama dan 
kebudayaan mereka. Selain itu, dalam negara bangsa, warganegara 
menempati posisi penting sebagai individu, bukan sebagai 
kelompok. 

Dalam konteks negara bangsa, penerapan syariah Islam dalam 
situasi ketika umat Islam menjadi dorninan akan dirasa mengancam 
minoritas. Sebaliknya, di negara-negara tempat komunitas Islam 
menjadi minoritas, keinginan menerapkan syariah Islam dihadapkan 
pada penentangan atau kecurigaan dari mayoritas yang dominan. 
Karenanya perlindungan konstitusional terhadap minoritas sudah 
berkembang dalam pemikiran demokrasi dan multikulturalisme, 
akan tetapi pembicaraan mengenai minority rights di kalanglan 
Islam -balk sehubungan dengan minoritas Muslim di negara yang 
mayoritas non Muslim dan minoritas non Muslim di negara mayoritas 
Muslim, masih perlu digalakkan. Pemikiran mengenai fikih atau 
teologi minoritas ini akan dapat menginfus tatatan konstitusional 
perlindungan minoritas yang akan dibina di masyarakat-masyarakat 
m~ltikultural.~~:: 
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